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 VISI DAN MISI  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA 

 

VISI 
“Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia 

pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitilian dan pengabdian kepada 

masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan 

nilai-nilai kristiani dan pancasila.” 

 

MISI 

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan 

mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum 

melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan 

tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global. 

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa 

menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang 

demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. 

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawsan nasional dan 

internasional.  

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam 

ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya. 

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi 

dalam bidang hukum. 

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan 

kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia. 

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan 

hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-

lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan 

bidang ilmu pengetahuan lainnya.   

 

 

Nilai-Nilai Universitas Kristen Indonesia 

1. Rendah Hati (Humility) | Filipi 2:3b  

2. Berbagi dan Peduli (Sharing and Caring) | Ibrani 10:24  

3. Disiplin (Diclipine) | Efesus 5:16  

4. Profesional (Professional) | Matius 25:21  

5. Bertanggung jawab (Responbility) | Matius 25:23  

6. Berintegritas (Intergrity) | Amsal 19:1 
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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama saya selaku penulis memanjatkan puji serta syukur kepada 

Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehinga 

saya selaku penulis dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Adapun judul 

skripsi ini adalah “Pertanggungjawaban Pidana Penebangan Liar di Wilayah 

Pasangkayu Sulawesi Barat Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2013 Tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 82”. 

Skripsi ini dibuat atas bantuan dari berbagai pihak untuk memberikan 

semangat kepada penulis dalam menyelsaikan skripsi ini. Oleh karena itu 
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kepada penulis serta memberikan dorongan kepada penulis supaya menjadi 

mahasiswa berprestasi. 

6. Bapak Edward M.L Panjaitan, S.H., LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi 
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